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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “ASPEK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI
KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGARALAM)."Latar belakang
penclitian ini adalah masih ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan
dibawah umur tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan
Agama khususnya di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam. Penelitian
dilakukan secara yuridis empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Kota Pagaralam, Tokoh masyarakat, dan Pasangan suami/isteri yang
melangsungkan perkawinan tersebut, Hasil penelitiannya adalah factor-faktor
penyebab perkawinan dibawah umur yang tidak mengajukan permohonan
dispensasi ke Pengadilan Agama adalah: Pendidikan yang rendah, kultur
masyarakat, alasan pribadi dari pasangan suami isteni tersebut, persyaratan yang
rumit, waktu lama, dan biaya yang menjadi kendala bagi masyarakat. Akibat hukum
dari perkawinan yg dilakukan tanpa mengajukan penmohonan ke Pengadilan
Agama yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur adalah tidak sah karena tidak
memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak dapat dilakukan
pencatatan, tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak
yang dilahirkan tergolong anak diluar perkawinan, tidak menimbulkan adanya harta
bersama. Masyarakat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya
masyarakat Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam tentang arti pentingnya
permohonan dispensasi perkawinan bagi pasangan dibawah umur,

Kata Kunci : Akibat hukum perkawinan; Dispensasi perkawinan; Factor
penyebab.
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A.

BAB I

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Manusia secara kodrati merupakan mahluk sosial yang selalu
membutuhkan manusia yang lain. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia
sebagai mahluk hidup juga membutuhkan adanya regenerasi dalam
mempertahankan kehidupannya.. Atas dasar itulah kemudian manusia
melakukan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan menurut K. Wantjik Saleh adalah perjanjian yang
dilakukan oleh dua orang dalam hal ini antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan dengan tujuan material yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.! Menurut Sudarsono
perkawinan atau Perkawinan adalah aqgad yang bersifat luhur dan suci antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi sebab sahnya

sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan badan dengan tujuan mencapai

15.

' K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982,HIm.



keluarga penuh dengan kasih sayang.”? Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau
mitssaqgan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan tersebut diatas maka
dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan
perempuan yang bersama-sama mengikatkan dirinya atas sebuah perkawinan
dengan tujuan terciptanya kebahagiaan hidup bersama dalam berumah tangga.
Dalam hal melakukan perkawinan tentunya ada syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar perkawinan tersebut sah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian batalnya
perkawinan dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan, atas
keputusan pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum

Islam putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan

2 Sudarsono, Hukum perkawinan nasional, PT Rineka cipta Jakarta 1991 hlm. 36.



surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan
perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntunan hajat
tabiat kemanusiaan, hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan penuh
kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan
memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Syari’ah.?
Tujuan dari perkawinan juga dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan
belas) tahun. Tetapi dewasa ini banyak terjadi fenomena perkawinan dibawah
umur yang dilakukan oleh calon pasangan yang umurnya belum mencapai 19
tahun, perkawinan tersebut masih dapat dilangsungkan dengan cara
mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat yang disebut

dengan permohonan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan adalah permohonan kepada pengadilan bagi

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan

3 Muslihun, Misbah Khusurun, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan
Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Studi
Hukum Islam, Al Wasith, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm 92.



perkawinan tetapi masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk

menikah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan
terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak
laki-laki dan/orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada
pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung

yang cukup.

Dispensasi perkawinan merupakan fenomena yang tidak asing lagi
ditengah masyarakat. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin menjelaskan pengertian dispensasi perkawinan yaitu
pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum
berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan
juga dijelaskan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu
seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun,
sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun,
tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam
hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan

larangan ini dengan memberikan dispensasi. Menurut Roihan Rasyid

* Suhaila Zukifli, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi
Anak Dibawah Umur, Hukum Kaidah. Volume 18, No. 2. 2018, hlm 2.



dispensasi perkawinan adalah dispendasi yang diberikan oleh pengadilan
agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun dan

perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun.’

Berdasarkan pengertian dispensasi perkawinan diatas dapat
disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin bagi
seorang laki-laki dan seorang perempuan dibawah umur yang akan
melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan

alasan-alasan tertentu.

Perkawinan dibawah umur marak terjadi saat ini ditengah-tengah
masyarakat Indonesia apalagi pada saat pandemi covid 19, kasus perkawinan
dibawah umur tersebut sebagian ada yang mengajukan permohonan
dispensasi perkawinan dengan alasan-alasan tertentu dan sebagian lainnya
hanya melangsungkan perkawinan yang sah secara agama saja. Salah satu
daerah yang terdapat fenomena perkawinan dibawah umur di Indonesia adalah
kota Pagaralam tepatnya di Kecamatan Dempo Tengah. Berdasarkan data
pendahuluan penelitian yaitu dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan
Dempo Tengah dengan narasumber bapak Sunardi, S.H.I., M.M kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, perkawinan yang tercatat dari
2021 sampai dengan 2022 yaitu sebanyak 219 pasangan yang melangsungkan
perkawinan dari total jumlah tersebut diantaranya terdapat perkawinan

dibawah umur, adapun jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi dari

5> Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
1998, him. 32.



tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah tercatat sebanyak 11 kasus
perkawinan dibawah umur.® Dari kasus perkawinan dibawah umur yang
terjadi di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam tersebut terdapat
perkawinan dibawah umur yang tidak mengajukan permohonan dispensasi

perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan
penelitian skripsi dengan judu: “ASPEK HUKUM DISPENSASI
PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA

PAGARALAM)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana faktor-faktor penyebab dispensasi perkawinan tidak
dimintakan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Pagaralam?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang
tidak dimintakan dispensasi perkawinan di Kecamatan Dempo Tengah
Kota Pagaralam (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dispensasi perkawinan yang

tidak dimintakan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Pagaralam.

® Survei awal dengan Sunardi, tanggal 13 September 2022 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dempo Tengah



2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur
yang tidak dimintakan dispensasi perkawinan di kecamatan Dempo
Tengah kota Pagaralam (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

D. Manfaat penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat yang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum
khususnya hukum perdata dan menambah wawasan di bidang karya
ilmiah, serta manfaat bagi mahasiswa hukum yang ingin mengetahui
tentang bagaimana dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum
Islam (studi di kecamatan dempo tengah kota Pagaralam), juga sebagai
pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang
dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memperluas sumber pengetahuan dan kemampuan penulis
mengenai dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam.
b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum
terkait dengan dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum

Islam.



c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dalam
perspektif hukum Islam.

3. Manfaat bagi penulis
Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu meluas kemana-mana

maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan
yaitu tentang factor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur tidak
dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Pagaralam dan akibat
hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang tidak dimintakan dispensasi
perkawinan di kecamatan Dempo Tengah kota Pagaralam (berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam), serta pendapat tokoh masyarakat tentang dispensasi
perkawinan yang tidak diajukan permohonan ke pengadilan dalam studi kasus
Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan awal atau dasar pemikiran yang

akan menjadi dasar dari penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Konsep Perkawinan



Perkawinan adalah gabungan perasaan antara dua insan laki-
laki dan perempuan yang ingin mengikatkan diri atas suatu perkawinan,
dijelaskan juga secara mendasar pengertian perkawinan yaitu berasal
dari kata kawin yang merupakan terjemah dari bahasa arab “nikah”.
Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya
“haqiqat” dan dalam arti kiasan “majaaz”, dalam pengertian yang
sebenarnya kata nikah berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan
berarti perjanjian perkawinan.’

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan yaitu suatu
hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan terhentinya
hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup
bersama.?

Perkawinan juga tidak terlepas dari hubungan dengan hukum
adat yang ada disekitar masyarakat, perkawinan menurut hukum adat
bukan hanya sebagai perikatan perdata tapi juga sebagai perikatan adat
dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.’

2. Konsep Dispensasi Perkawinan
Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata.

Pengecualian yang mengacu pada pengecualian aturan karena

"Kamal Muchtarm, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang,
1974, Hlm. 11

8 R.Wirjono Prodjodikoro, Hukum perkawinan di Indinesia, Sumur Bandung ,1981,hlm. 7

® Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Rambang
Palembang,2006, him. 18
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pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.'°
Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama
kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan
perkawinan, bagi laki-laki yang belum mencapai 19 tahun dan
perempuan belum mencapai 16 tahun. Permohonan dispensasi tersebut
diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai laki-laki atau
perempuan ke pengadilan agama setempat.'!

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan/orang tua pihak perempuan dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan adalah permohonan
perkawinan kepada pengadilan bagi calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan dengan menyertakan alasan-alasan
tertentu.

3. Teori Akibat Hukum

10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 335

1 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
1998, him. 32.
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Akibat hukum adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh hukum atas
suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.'? Akibat yang
dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan
yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai
dengan hukum yang berlaku.'> Akibat hukum merupakan suatu
peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan
yang dilakukan oleh subyek hukum, baik perbuatan yang sesuai
dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian yang dilakukan
secara langsung dengan sumber data dari masyarakat yang berupa
pandangan atau perspektif dari masyarakat itu sendiri. Penelitian
hukum empiris merupakan penelitian yang lebih menekankan pada
kenyataan hukum yang ada di masyarakat, menurut Soerjono Soekanto
dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah
pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta

mengamati apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan

12 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencama,
2009, hlm. 192.

13 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.
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bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya di
masyarakat.'4
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian empiris teknik pengumpulan data dilakukan
dengan beberapa cara yang diantaranya sebagai berikut :
a. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.'’ atau bisa disebut dengan data yang diperoleh langsung
dari lapangan yang berasal dari responden atau narasumber yang di
ambil oleh peneliti dengan cara wawancara.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan
dan sebagainya.!® Dengan kata lain data sekunder merupakan data
yang dikumpulkan oleh peneliti yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan. Kemudian data sekunder dikelompokan
ke dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

berhubungan atau berkaitan langsung dengan apa yang menjadi

pokok penelitian yang diangkat oleh peneliti. Berikut bahan

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, 1989, hlm. 12.

15 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,Depok:
Raja Grafindo Persada:2018, ,hlm 31.

16 Ibid, hlm. 31.



13

hukum yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan

peneliti dalam penelitiannya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor
16 tahun 2019.

¢) Kompilasi Hukum Islam

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang
pedoman mengadili dispensasi kawin

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

f) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi yaitu hukum adat

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum

perimer.!” Bahan hukum sekunder biasanya berupa :

a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat dan
permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti.

b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan
dengan judul dan masalah penelitian.

¢) Makalah-makalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

d) Jurnal hukum dan bahan hukum terkait.

17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,Depok:
Raja Grafindo Persada:2018, him 32.
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3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.'® Adapun bahan hukum
tersier terdiri dari:
a) Kamus Hukum
b) Kamus Bahasa Indonesia
¢) Ensiklopedia terkait.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di
wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pagaralam
4. Responden Dan Narasumber
Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden dan
narasumber, berikut penjelasan bagaimana yang disebut dengan
responden dan bagaiman yang disebut dengan narasumber:
1) Responden
Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat di
Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam yang melangsungkan
perkawinan dibawah umur yang tidak mengajukan permohonan
dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

2) Narasumber

18 Ibid, hlm. 32.
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Adapun narasumber dalam penelitian yang hendak diteliti
adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Pagaralam.
5. Teknik Pengambilan Sampel
Quota sampling  merupakan teknik pengambilan sample
dimana jumlah subjek atau orang-orang yang hendak diteliti ditentukan
terlebih dahulu.!’® Selanjutnya untuk pengambilan sampel akan
dilakukan kepada:

a. Dua pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan
dibawah umur tidak mengajukan permohonan dispensasi ke
Pengadilan Agama di Kecamatan Dempo Tengah Kota
Pagaralam;

b. Hakim Pengadilan Agama Kota Pagaralam.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik
Despripsi  Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan
meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang
dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai
masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.?’
7. Teknik Penarikan Kesimpulan (induktif)
Teknik  penarikan  kesimpulan dalam penelitian ini

menggunakan teknik Induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal

19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,Depok:
Raja Grafindo Persada:2018, him. 103.

20 T Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: ANDI, 2006,
hlm. 155
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yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Data dan fakta
yang dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan dengan spesifik atau

hipotesis.
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